PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : O5TAHUN 2007

TENTANG -
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 07 TAHUN 2006
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2006-2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
dinyatakan bahwa program dan kegiatan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang belum sesuai
dengan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana
kewenangan daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah supaya
diformulasikan kembali dalam urusan wajib dan urusan pilihan
sebagaimana Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sehingga periu untuk mengadakan
perubahan program dan kegiatan sebagaimana yang
tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep
Nomor 07 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Sumenep Tahun 2006-2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 tahun 2006 tentang
Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Kabupaten
Sumenep Tahun 2006-2010 dalam suatu Peraturan Daerah
Kabupaten Sumenep.

Mengingat + 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09);




10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3034);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2831);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 22
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427); '
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389);
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2831);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3239);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3658);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara
Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3660);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4594);



Menetapkan

28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2907 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

29. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

30. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 70);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; _

33. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Propinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008 (Lembaran Daerah
Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Sumenep Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumenep Tahun 2006 Nomor 07).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 07 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2006-
2010

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sumenep Tahun 2006-2010, diundangkan dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2006 Nomor 07

diubah sebagai berikut :

A. Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07
Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2006-2010, diubah dam
harus dibaca sebagai berikut : ,

1. BAB I PENDAHULUAN berisi latar belakang, maksud dan
tujuan, landasan hukum, hasil yang diharapkan, hubungan
rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan
dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan;



¥

Agar
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH berisi data
kondisi geografis, perekonomian daerah, sosial budaya
daerah, prasarana dan sarana, serta Pemerintahan Umum
BAB III VISI DAN MISI berisi rumusan misi pembangunan
daerah dari 14 (empat belas) misi menjadi 5 (lima) misi;
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH berisi kebijakan
umum, program pembangunan daerah, dan rencana
pendanaannya;

Matrik perencanaan strategik serta rencana program dan
kegiatan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

Ditetapkan di : Sumenep
: 10 SepTumber P}




